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JAKARTA (IM)  - Menteri 
Koordinator Bidang Perekono-
mian Airlangga Hartarto men-
gungkapkan, pemerintah akan 
menerapkan pajak karbon sebelum 
2026. “(Pajak karbon berlaku) di 
Eropa 2026, Indonesia menjelang 
2026,” kata Airlangga di Kom-
pleks Istana Kepresidenan, Ja-
karta, Selasa (26/9).

Airlangga mejelaskan bahwa 
pemerintah masih memper-
siapkan skema pajak karbon 
yang bakal diterapkan kelak. 
Pemerintah perlu melihat regulasi 
yang ada, termasuk Mekanisme 
Penyesuaian Perbatasan Karbon 
atau Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBAM) di Eropa 
yang mulai berlaku pada 2026 dan 
disosialisasikan pada 2024.

 “Artinya industri kita ha-
rus siap untuk menjadi basis en-
erginya hijau, dan juga industrinya 
menjadi industri bersih dan itu 
perlu ada investasi,” ujarnya.

Keberadaan pajak karbon 
akan melengkapi bursa karbon 
yang sudah diluncurkan oleh 
Presiden Joko Widodo pada Se-
lasa (26/9). Ia mengatakan, bursa 
karbon adalah upaya sukarela 
yang bisa ditempuh perusahaan 
dalam rangka pe ngendalian emisi 

karbon. Apabila emisi karbon 
tidak dapat diperdagangkan lewat 
bursa, perusahaan nantinya dapat 
dikenakan pajak karbon. “Kalau 
dia ekspor akan dikenakan pajak 
karbon di negara lain, daripada 
dikenakan di negara lain kan 
mending di dalam negeri,” kata 
Airlangga.

Pajak karbon merupakan 
salah satu instrumen yang di-
siapkan oleh pemerintah untuk 
mencapai target Nationally De-
termined Contribution (NDC) 
2030 sekaligus mencapai NZE 
pada 2060. Dalam dokumen 
NDC terbaru, Indonesia men-
argetkan pengurangan emisi 
sebesar 31,89 persen dengan 
upaya sendiri, dan sebesar 43,20 
persen dukungan internasional 
pada 2030.

Wakil Menteri Keuangan 
Suahasil Nazara menyatakan, 
aturan mengenai pajak kar-
bon telah tercantum dalam 
Undang-Undang Harmonisasi 
Perpajakan (UU HPP). Dia me-
nuturkan, pajak karbon bukan 
semata-mata diterapkan untuk 
mencari penerimaan negara, 
melainkan alternatif  bagi upaya 
pengurangan emisi karbon. 
mei

Pemerintah Akan Terapkan
Pajak Karbon Sebelum 2026

JAKARTA (IM)  - Menteri 
Pertahanan RI Prabowo Subianto 
tidak banyak berkomentar terkait 
perjumpaannya dengan Presiden 
ke-5 Republik Indonesia, Mega-
wati Soekarnoputri, di acara per-
ingatan Hari Nasional ke-93 Arab 
Saudi. Namun Prabowo tidak 
berkomentar terkait obrolannya 
dengan Megawati.  “Itu kan 
Hari Nasional Arab Saudi ya. 
Haha,” kata Prabowo di Kan-
tor Kementerian Pertahanan 
RI, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Acara  peringatan Hari Na-
sional Arab Saudi yang digelar 
di Jakarta, Senin (25/9). Acara 
tersebut juga dihadiri Wakil 
Presiden RI Ma’ruf  Amin, 
Menteri Koordinator Kemariti-
man dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan, Menteri Agama RI 
Yaqut Cholil Qoumas, serta 
sejumlah menteri Kabinet In-
donesia Maju lainnya.

Saat ini, Prabowo meru-
pakan bakal calon presiden dari 
Koalisi Indonesia Maju (KIM). 
Sementara Megawati melalui 
partainya mencalonkan Ganjar 
Prabowo untuk Pilpres 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP 
PDI-P Puan Maharani mem-
buka peluang untuk memperte-
mukan Megawati Soekarnopu-

tri dengan Prabowo. Hal itu 
disampaikannya menanggapi 
kemungkinan memasangkan 
bakal calon presiden (bacapres) 
PDI-P Ganjar Pranowo dengan 
Prabowo. “Bisa saja, saya sering 
ketemu Mas Prabowo, kemarin 
ketemu di acara NU (Nahdlatul 
Ulama),” ujar Puan di Gedung 
DPR RI, Senayan, Jakarta, Ka-
mis (21/9).

Ia mengatakan, tak ada yang 
tidak mungkin dalam politik. Se-
lama, bacapres dan bakal calon 
wakil presiden (bacawapres) belum 
mendaftarkan diri ke Komisi Pe-
milihan Umum (KPU). “Ya kita 
lihat dinamikanya selama satu bulan 
ini, apakah kemudian bisa terjadi 
atau tidak terjadi. Kan semua partai 
punya kalkulasinya,” ucap Puan.

Puan menilai, masih ada 
cukup waktu menentukan pas-
angan Ganjar meskipun KPU 
memajukan pendaftaran baca-
pres-bacawapres menjadi 19-25 
Oktober 2023. “Sehingga tentu 
saja capres yang belum men-
gumumkan cawapresnya masih 
ada waktu untuk kemudian nanti 
mengumumkan pada waktu yang 
tepat,” katanya.han

Saat Prabowo Duduk Semeja
dengan Megawati Soekarnoputri

SIDANG PERDANA KASUS PEMBUNUHAN DUKUN PENGGANDA UANG
Terdakwa kasus pembunuhan Tohari alias Mbah 
Slamet (kedua kiri) dikawal petugas saat akan 
memasuki ruang sidang di Pengadilan Negeri 
Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (26/9). Tohari 
yang membunuh 12 korbanya menggunakan ra-
cun dengan modus mengaku mampu melakukan 
penggandaan uang tersebut disangkakan pasal 
340 KUHP tentang pembunuhan berencana de-
ngan ancaman maksimal hukuman mati. 

IDN/ANTARA

RAKER MENKUMHAN DAN MENPAN RB DENGAN KOMISI II DPR
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (tengah) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas (kanan) serta Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo (kiri) 
mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). Raker tersebut memba-
has pengambilan keputusan tingkat I RUU tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

IDN/ANTARA

Tiga oknum prajurit TNI, tersangka 
pembunuhan pemuda asal Aceh, Imam 
Masykur (25) menjalani proses rekon-
struksi di Pomdam Jaya.

Oknum TNI Pembunuh Imam Masykur
Sudah 14 Kali Siksa dan Culik Orang

JAKARTA (IM)  - Danpom-
dam Jaya, Kolonel CPM Irsyad 
Hamdie Bey Anwar mengung-
kap, oknum TNI yang diduga 
melakukan pembunuhan terhadap 
pemuda asal Aceh, Imam Ma-
sykur, telah  belasan kali dengan 
modus yang sama, yaitu menculik 
dan menyiksa korban.  “(Melaku-
kan) 14 kali. (Para korban disiksa) 
kira-kira demikian, kalau yang 
lain kita tidak modusnya kira-
kira sama seperti itu,” kata Irsyad 
kepada wartawan usai proses 
rekonstruksi di Markas Pomdam 
Jaya, Setiabudi, Jakarta Selatan, 
Selasa (26/9).

Irsyad membenarkan bah-

wa target dari pelaku oknum 
TNI yakni pedagang obat-
obatan. “(Korbannya peda-
gang obat) Iya,” ujarnya. Leb-
ih lanjut, Irsyad menekankan 
bahwa ketiga pelaku terancam 
Pasal 340 KUHP dan pasal 
tambahan lainnya saat pelim-
pahan berkas perkara.

“Pasal yang dikenakan Pasal 
340 KUHP. Sudah pasti kan 
sudah mati korbannya. Pasal 
tambahan nanti akan kita sam-
paikan saat pelimpahan. (Pasal 
tunggal) bukan,” tuturnya.

Rekontruksi
Tiga oknum prajurit TNI 

yang menjadi tersangka pem-
bunuhan pemuda asal Aceh, 
Imam Masykur (25) menjalani 
proses rekonstruksi di Markas 
Pomdam Jaya, Setiabudi, Jakar-
ta Selatan,  Selasa (26/9)pagi.

Rekontruksi yang berlang-
sung tertutup dihadiri Dan-
pomdam Jaya, Kolonel CPM 
Irsyad Hamdie Bey Anwar; 
Oditur Militer, pengacara Hot-
man Paris Hutapea, serta ibu 
korban yakni Fauziah.

Ibu korban Imam Ma-
sykur, Fauziah berharap keadi-
lan dan tersangka pembunuhan 
dihukum seberatnya dengan 
Pasal 340 KUHP. “Harapan 
ibu keadilan dihukum seberat-
beratnya apa yang sudah di-
perbuat ke anak ibu sampai 
meninggal yang seadil-adilnya. 
Sampai hukuman 340 KUHP,” 
kata Fauziah kepada wartawan 
di Markas Pomdam Jaya.

Rekonstruksi yang secara 
tertutup terhadap perka-

ra pembunuhan berencana 
pemuda asal Aceh (25), Imam 
Masykur, oleh tiga oknum 
anggota TNI di Markas Pom-
dam Jaya, Setiabudi, Jakarta 
Selatan, Selasa (26/9).

Sebanyak 23 adegan di-
peragakan oleh para tersang-
ka. “Total 23 adegan dalam 
rekonstruksi,” kata Danpom-
dam Jaya, Kolonel CPM Irsy-
ad Hamdie Bey Anwar.

Irsyad memastikan, adegan 
dengan keterangan ketiga ter-
sangka cocok. Salah satunya 
saat pelaku memperagakan kala 
meminta tebusan sejumlah 
uang ke ibu korban hingga 
mengecek kondisi korban.

“Cocok antara bagian 
masing-masing itu cocok, 
seperti contohnya pada saat 
dia meminta ke ibu korban 
sejumlah uang, kemudian 
pada saat yang bersangkutan 
mengecek kondisi korban 
juga, semua cocok di mana 

korban meninggal diketahui 
meninggal di Jalan Tol Ci-
manggis dan ditemukan di 
Jatiluhur ternyata cocok ket-
erangannya,” ujarnya.

Irsyad mengatakan, tidak 
ada fakta baru dalam proses 
rekonstruksi digelar tersebut.

“Sesuai dengan keteran-
gan, tidak ada fakta baru 
dalam kasus ini. Semua sudah 
cocok termasuk korban yang 
selamat juga,” katanya.

Irsyad mengatakan, ber-
kas perkara akan segera di-
limpahkan ke oditur militer 
paling lambat pekan depan.

“(Berkas perkara) sesegera 
mungkin, jadi mungkin dalam 
waktu minggu ini maksimal 
minggu depan kita limpahkan 
berkas ke oditur. Memang 
saya dapat informasi dari 
Polda Metro Jaya akan me-
minta keterangan tambahan, 
mungkin dilaksanakan min-
ggu ini,” tuturnya.han

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN KOTA KEDIRI
Sejumlah petugas membakar narkoba saat pemusnahan barang bukti tindak 
pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan di Kantor Kejaksaan 
Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (26/9). Pemusnahan barang bukti tindak pidana 
dari 26 perkara selama periode tiga bulan terakhir tersebut terdiri dari 50,58 gram 
sabu-sabu, 70.357 butir pil dobel L, 46 butir pil ekstasi, delapan buah telepon 
genggam, dan 37 sak pupuk kemasan 50 kilogram tanpa izin edar. 

IDN/ANTARA

Dadan Tri Yudianto Dibawa ke Lantai 15
Gedung KPK Tak Terkait Perkara Suap?

JAKARTA (IM)  - Willy 
Lesmana Putra, pengacara ter-
sangka kasus korupsi Dadan Tri 
Yudianto, menegaskan, perte-
muan kliennya dengan perwira 
TNI di lantai 15 Gedung Merah 
Putih Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) tidak terkait 
dengan perkara korupsi yang 
menjeratnya.

Seperti diketahui, Dadan 
Tri Yudianto merupakan ter-
duga perantara suap jual-beli 
perkara di Mahkamah Agung 
(MA) yang turut menjerat 
Sekretaris MA Hasbi Hasan. 
“Pemanggilan tersebut atau ke-
jadian di lantai 15 itu tidak ada 
kaitannya sama sekali dengan 
substansi perkara hukumnya itu 
sendiri,” ujar Willy saat ditemui 
awak media di Cikini, Jakarta 
Pusat, Selasa (26/9).

Willy mengatakan, tim kuasa 
hukum Dadan tidak mendapat 
pemberitahuan bahwa klien mer-
eka diminta untuk naik ke lantai 
15 guna menemui perwira TNI. 
Biasanya, menurut Willy, tim kua-
sa hukum selalu mendapatkan 
pemberitahuan dari KPK satu 

hari sebelum Dadan diperiksa 
penyidik di lantai dua Gedung 
Merah Putih. “Jadi setelah itu 
baru kami bertanya dalam mo-
men di mana kami bisa jadwal 
besuk penasehat hukum, ya 
memang membenarkan itu 
terjadi,” kata Willy.

Lebih lanjut, Willy menga-
takan, tim kuasa hukum Dadan 
menyerahkan persoalan per-
temuan di lantai 15 itu kepada 
Dewan Pengawas (Dewas) KPK. 
Menurut Willy, tim kuasa hukum 
tidak berhak mengomentari po-
lemik lantai 15 yang sedang 
bergulir di KPK. “Kami tim 
kuasa hukum dalam hal ini 
tidak mau mencampuri berbagai 
permasalahan atau polemik atau 
perselisihan apapun itu yang 
terkait dengan KPK,” ujar Willy.

Sebelumnya, Wakil Ketua 
KPK Alexander Marwata men-
gakui dirinya memfasilitasi 
perwira TNI menemui tahanan 
bernama Dadan Tri Yudianto. 
Dadan merupakan pengusaha 
yang menjadi perantara dugaan 
suap pengurusan perkara di 
MA. Peristiwa itu terjadi pada 

JAKARTA (IM) - Ida 
Nursida, istri Sekretaris 
Non Aktif  Mahkamag 
Agung (MA), Hasbi Hasan 
yang merupakan  tersangka 
kasus suap, tidak memenuhi 
panggilan Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) 
pada Senin (25/9).

Ida sedianya diperiksa se-
bagai saksi atas kasus hukum 
terhadap suaminya. Selain 
Ida, saksi bernama Evi Nu-
viati juga tidak menghadiri 
panggilan KPK. “Kedua 
saksi tidak hadir,” kata 
Kepala Bagian Pemberita-
ann KPK Ali Fikri kepada 
wartawan, Selasa (26/9).

KPK akan menjadwal 
ulang  untuk memanggil 
kedua saksi tersebut.  “Tim 
penyidik akan menjadwal 
ulang pemanggilan berikut-
nya,” katanya.

Ida Nursida sebelum-
nya sempat memenuhi 
panggilan KPK pada 24 

Istri Sekretaris Non Aktif MA 
Hasbi Hasan Mangkir dari 
Pemanggilan Penyidik KPK

Agustus 2023 silam. Na-
mun Ida menolak untuk 
memberikan keterangan.

Komisi Pemberantasan 
Korupsi telah menetap-
kan tersangka terhadap 
Sekretaris MA non aktif  
Hasbi Hasan dan mantan 
Komisaris Independen 
Wijaya Karya (Wika) Beton 
Dadan Tri Yudianto atas 
kasus dugaan suap pengu-
rusan perkara di MA.

Dalam perkara ini , 
Dadan diduga telah mener-
ima uang sebesar Rp11,2 
miliar dari Debitur Kop-
erasi Simpan Pinjam (KSP) 
Intidana, Heryanto Tanaka 
dan pengacaranya, The-
odorus Yosep Parera. Se-
bagian uang itu kemudian 
diserahkan oleh Dadan ke 
Hasbi Hasan. Hasbi diduga 
menerima jatah atau bagian 
sebesar Rp3 miliar dari 
total Rp11,2 miliar yang 
diterima Dadan. mei

28 Juli 2023, ketika rombongan 
petinggi militer dari Mabes 
TNI ramai-ramai mendatangi 
KPK.

Mereka keberatan karena 
KPK mengumumkan status 
tersangka Kepala Basarnas dan 
melakukan operasi tangkap 
tangan (OTT) terhadap prajurit 
aktif  TNI. Meski disebut-sebut 
situasi rapat tegang dan pihak 
TNI menekan pimpinan KPK, 
Alex tidak mau menyimpulkan 
demikian. Ia hanya mengakui 
bahwa situasi saat itu mem-
buatnya tidak nyaman. Dalam 
situasi saat itu kemudian salah 
seorang perwira TNI meminta 
Alex mempertemukannya den-
gan Dadan Tri Yudianto.

Alex mengatakan, saat itu 
tidak bisa berpikir dan bertindak 
normal sehingga menyanggupi 
permintaan tersebut. “Sekali lagi, 
waktu itu kita kondisinya seperti, 
sehingga cara saya bertindak dan 
berpikir pun tidak normal,” ujar 
Alex saat ditemui awak media 
di Gedung Juang KPK, Jakarta 
Selatan pada 21 September 2023. 
han

PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF 

PT Syailendra Capital, berkedudukan di Jakarta, selaku Manajer Investasi 
bermaksud melakukan penawaran umum REKSA DANA PT SYAILENDRA 
CAPITAL (“REKSA DANA”)  dengan rincian sebagai berikut : 

1. REKSA DANA SYARIAH INDEKS SYAILENDRA IDX SHARIA GROWTH 
yang telah memperoleh surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan 
Surat nomor : S-1246/PM.02/2023 tanggal 12 Mei 2023   

Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH INDEKS 
SYAILENDRA IDX SHARIA GROWTH secara terus menerus sampai dengan 
jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan 
Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH INDEKS SYAILENDRA IDX 
SHARIA GROWTH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan 
sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran.  
Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan 
Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA dapat diperoleh di Kantor Manajer 
Investasi serta Agen-Agen Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi 
(jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

Jakarta, 27 September 2023
Manajer Investasi

PT SYAILENDRA CAPITAL
District 8, Treasury Tower, 39th Floor, Unit 39A

Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

“INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON 
PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM 
MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA 
MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG. PT 
SYAILENDRA CAPITAL TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA 
KEUANGAN DAN PENAWARAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PETUGAS 
YANG TERDAFTAR DAN DIAWASI OTORITAS JASA KEUANGAN”.

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 133 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
dengan ini Direksi PT. LUMBUNG 
KARUNIA NUSANTARA, berkedudukan 
di Jakarta Utara, mengumumkan bahwa 
berdasarkan akta tanggal 06 September 
2023 nomor 06, dibuat dihadapan 
Adrian Pramudana Iswara, S,H., M.Kn, 
berkedudukan di Kabupaten Karawang, 
sebagian besar saham dalam PT. 
LUMBUNG KARUNIA NUSANTARA telah 
dialihkan, sehingga terjadi perubahan 
pemegang saham pengendali. 

Jakarta, 27 September 2023
PT. LUMBUNG KARUNIA NUSANTARA

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN
Dengan ini diumumkan bahwa 99% saham PT. TPLINK INDONESIA 
(“Perseroan”) direncanakan akan diambil alih oleh investor baru. 
Pihak manapun yang berkepentingan atas pengambilalihan ini dapat 
menghubungi Perseroan dalam waktu yang telah ditentukan oleh 
peraturan yang berlaku di alamat dibawah ini.

Jakarta, 27 September 2023
PT. TPLINK INDONESIA

Maspion Plaza Lantai 7 Unit C, D, E,
Jl. Gunung Sahari Kav. 18, Jakarta Utara 14420

PENGUMUMAN
Meralat pengumuman sebelumnya tanggal                      
25 September 2023 dalam Koran International 
Media terkait dengan penurunan modal PT SF 
Digital Terdepan, maka sesuai ketentuan yang 
disyaratkan oleh Pasal 44(2) Undang-Undang 
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
Direksi PT SF Digital Terdepan, perseroan terbatas 
yang berdomisili di Jakarta Pusat (“Perseroan”), 
mengumumkan bahwa sebagaimana disebutkan 
di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para 
Pemegang Saham No. 101 tanggal 25 September 
2023 yang dibuat dihadapan Yulia, SH, Notaris di 
Kota Jakarta Selatan, Perseroan telah mendapat 
persetujuan para pemegang saham Perseroan 
tentang pelaksanaan (i) penurunan modal dasar 
dari semula Rp.307.600.000.000,- (tiga ratus 
tujuh miliar enam ratus juta Rupiah) menjadi 
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), dan 
(ii) penurunan modal ditempatkan dan modal disetor 
dari semula Rp.76.900.000.000,- (tujuh puluh 
enam miliar sembilan ratus juta Rupiah) menjadi 
Rp.2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta 
Rupiah).

Jakarta, 27 September 2023 
Direksi PT SF Digital Terdepan

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dengan ini    
diberitahukan, telah diputuskan bahwa hutang 
PT HIMALAYA WELLNESS INDONESIA, 
berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") 
kepada HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD 
berdasarkan Inter Company Loan Agreement 
tertanggal 1 Januari 2020, dikonversi menjadi 
saham dalam Perseroan sebagaimana ternyata 
dalam akta Keputusan Para Pemegang Saham 
PT HIMALAYA WELLNESS INDONESIA tanggal 
8 September 2023 nomor 2, yang dibuat 
dihadapan REINALDY RYANTO, SH, LLM, 
M.Kn, Notaris di Jakarta.

Kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan 
keberatan diharapkan menyampaikan 
keberatannya kepada Direksi Perseroan di 
Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt. 6 Unit 
607-609, Jl. Boulevard Kelapa Gading LA 3 No. 
1 Kel. Kelapa Gading Timur,        Kec. Kelapa 
Gading, Jakarta Utara, selambat-lambatnya 
dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
pengumuman ini.


